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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN

PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

pahwa untuk meliaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Paraturan Menten Datam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pembenan Hibah dan Bartuan Scslal yag
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah.perlu menetapkan peraturan Bupati Jepafa tentang
Ta.s Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaporan dan Pertanggungjowaban serta Monitonng dan
Evaluas: Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
dasrah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangen

Negara (Lemgaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentanp
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonas.a Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara
Repugik indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemenniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaki, weralhw
dengan LUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tertang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambabem
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang FPenmbangan
Keuangan artara Pemernntah Pusal dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor
126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubdik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah :

Peratran Pemerintah Nomor $8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Deoerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Repubiik ndonesia Nomor 4578);

Feraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemetintahan {Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tehun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5185):

Peraturan Pemerintsh Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5202).

Feraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Baranglasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana tefah dubah beberapa kaf terakhir dengan
Pergturan Manteri Delen Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Parubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Neperi
Nomor 13 Tahun 2008 (Berits Negara Republk Indowssia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peratwan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahuwn 20N
tantang Padoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosist yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 Tabwn 2006 tentang Pokok-pokok
Pengeidiaan Keuangan Daerah (Lembatan Daerah Kabupsien
Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daemh
K aby guten Jepara Nomor 3).
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lam Peraturan

PERTANGGUNGIAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1 i yang dimaksud dengan;

adatah h Kabiipattn Jepara.

ntah Dae adalah Bupati Jepara dan perangkat Daerah ssbagai unsure
mltmara Pemeriniahan Da#rah.

adalah Bupati Jepara

Dewan Pemakian Rakyat Daersh yang selanjulnya disingkat DPRD adalah

m perwalilan rakyat dagrah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan
ra

Keuangan Dasah adaah semua hak dan kewajiban deerah dalam rangka
periyal anggar an pemedintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
di dalarnnya segila bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban dasrah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya disingkat APBD
adalahrencans | ksuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibshas dan
disstujul beraama cleh pemerintsh daersh dan DPRO, dan ditetapkan dengan
peraturan dasrah.

Pejabat Pengelola Keuangan Dasrah yang selanjuinya disingkat PPKD adalgh
Kepala Sastuan Kera Pengelola Keuangan Daerabh yang mempunyai tuges
mdaksal wakan pengeiclaan APBD dan bertindak sebagal Bendahara Umum

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dasrah yang setanjutnya disingkat SKPKD
adalah persngkat cdeemsh pada Pemednish Daersh selsku  pengguna
snpgarsn/penggunan barang yang juga meisksanakan pengelolasn keuangan

Tim anggaran Pemeintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalsh tim
yang dibentuk dengan kaputusan Bupati den dipimpin oleh sekrelaris daerah yang
mempunyai tugas menyapkan serta melaksanakan kebjakan Bupati dalem rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdri deri pejabat perencana daersh PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana kerja dan anggaran badan/dinas’biro keuangan/bagian keuangan selsku
Bendahara Urmum Dserah.

Rencana Kerja den Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adaah
dokumen psrencanasn dan penganggaran yang berisi program. kegaian dan
anggaran SKPD.

Dokumen Peiaksanaan Anggaran PPKD yang selanjuinya disingkat DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/birc keuangan/ bagian
keuangan selaku Bandahara Umum Daerah.

Dolumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjuinya disingkat DPA-SKPD
metupakan dokumen yang memux pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggun@ anggaran.
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Hiah adalah pemberian yang/barang alau jasa dai pemerintah daerah kepads

perusahaan desrah masyarakat dan organisasi kemasyarakalan, yang secara

spasifik telah ditejapkan peruntukannya. bersfat tidak wajb dan tidak mengikat,
serta tdak secars terus menerus yeng bertujuan  untuk | Menunjang
penyelenggarasn urusan pemernntah deerah

15 Banhuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada iedividu, keluarga kelompok danfatau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untik melindungi dari
kemungkinan terjadinys resiko sosial.

16. Resko sosial sdalbh kejadian eteu perstiwa yang dapat menmbulkan potensi
tenjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu. keluarga. kelompok
daniatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi, krisis politi
fenomena slam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Nasiiah Perjanfisn Hibah Daerah selanjuinya disingkat NPHD adelah naskah
perjanjian hibah yang bersumber dani Anggeran Pendapaten dan Belanja Daerah
antara penedintah dasrsh dengan penerina hibah.

18. Organisasi kemasyarakatan adsiah organisasi yang dibentuk olsh anggota

masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar

keaanaan kegllan, profesi, fungsi, agama dan kepercayasn terhadap Tuhan

Yang Mahs Esa, untuk berpersn serta dalam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonasia yang

berdasarkan Pancasia termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat
nasional dibentuk berds arkan ketentusn perundang-undangan,

BAB |
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meiputi penganggaran. pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta moritoring dan evaluasi
penberian hibah den bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang aisu barang.
(2 Bantuan scsial sebagaimana dimaksud dalam pesal 2 dapat benpa uang atau
barang
8AB W
HIBAH

Bagian Kesatu
Urnum

Fasal 4

(1) Pembenan hioah ditujukan unuk menunjang pencapaian sasaran program dan
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csersh dengan mampernatican asas:

Fembenan hibah sebagaimana dmaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling
sedkit:

a. peruntukannya SeCara spesifik telah ditetapkan;

b tidak wajib, tidak mengkat dan tidak terus menerus setiap tahun anggarsn
kecual dientulian lain oleh peraturen perundang-undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal §

Asas keadkin sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 ayat (1) hwuf a adalah
kestinbangan distribusi pembaedan hibah,

(2) Asas kepattan sebagaimana dmaksud ddam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah
tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsionsd.

(3) Asas rasionalitas ssbagaimana dmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ adalah
bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan dierima oleh akal dan pkiran.

{# Asas manfaat mntuk masyarakst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayst (1)
hurufd adsish bahwa pamberian hibsh diutamakan untuk pemeanuhan kebutuhan
masyarakal.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada

a. pemerintah;

b pemsrintah dasrah ainnya

¢. pajusahaan daerah;

d masyarskal.

e organisasi kemasyarakatan; darvetau

i desa

Pasal 7

(1) Hbah kepada Pemerintah sebagaimana dmaksud dalam Pasal § huvuf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerianiembaga pemerintah non kementerian yang
wiayah kerjanya berada dalam daerah,

() Hbah kepads Pemeintah Daerah iainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(3)

huut b dberikan kepada dasersh otonom baru  hasil pemekaran daersh
sebagaimana diamanatikan peraturan perundang-undangan,

Hbah kepads perusahaan daersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hunf ¢
dbarikan kepada Badan Usaha Miik Daerah daiam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerdetah daerah dari Pemerintah sesual dengan ketentuan perundang-

undangan.
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{1)

ik Daerah senagamana d meksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
Dianrah.
Teroalas.

h kepaca masyarskat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dberikan
Repacs kelompok orang yang memiiki kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomuan, pendidikan, kesehatan keagamaan, kesenian adat istiadal, dan
xeolahragaan non-profesional.

Hbah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai é
huruf @ diberkan kepada organisasi kemasyarakatan yang dbeniuk berdasarkan
persturan perundang-undangan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan tidak boleh dipergunakan untuk
menbiayai kegialan olahraga professional

Hbah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 dberikan
kepada desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 8

Hbah kepads masyarakst sebagaimans dimaksud dalam Pasal 7 ayst (4)
clberiuln dengan parsyaratan paling sedikit

memiliki kepengurusan yanyg jelas;

barkedudukan dalam wilaysh Kabupaten Jepara.

memiliki sekretarat/kantor

tidak terjadi konflik imternat

memilikiimenguasai tanah yeng sah apabila merupakan pekerjaan kontruksi
memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasiinsiansikelompok
Orang.

Hbah kepada organisas! kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedkit:

a islah teriaftar pada pemesirtah daerah sekureng-kurangnya 3(liga) tahun,
kecuali ditentukan lain cleh peraturan perundang-undangan,

berkedudukan dakarn wiayah Kebupaten Jepara

memilid salretariat tetap.

lidak arjadi konflik interns

memiikiimanguasai tanah yang ssh apabla merupakan pekerjaan konsiruksi.
mamiliki reikening bank ates nama organisasi kemasyarakatan.

e Rp e

ad %X -4

Bagan Kedua
Penganggaran

Paragraf 1
Usulan Hibah

Pasal 9
Pemerimtah, Parusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

dapat menyampakan usulan hibah secara tertuis kepads Bupati dengan
diengkapi proposal dan data pendukung lgnnya.
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(5)

F

gimaksud cada ayat (1) unuk usulan hibah berupa uang

Tt

. bensi uraian tentang gambaran umum mengenai fakia-fakta dan

& yang melatarbelakangi d:laksanakannya kegiatan

“dan dayukannya usulan hibah oleh caion penerima hibah.

- Miaksud dan tyuan bensi uraian tentang maksud dan tupan dilaksanakannya

kegatan yang akan dibiayai oleh dana hibah,

t Susunan kepengurusan (Organisasi  kemasyarakatan/kelompok orang), berisi
uraian tentang SUSUNANn penguus dan organisasi kemasyarakatan/kelompok
ofang yang mengajulen usutan hibah,

d Domisi sekretariat {organisasi kemasyarakatankelompok orang)berisi wraian
tentang keberadaanfalamatsekreiariat dai orgenisasi kemasyarakaten /
kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat
dihubungi sewaltuwalitu apabila dibutuhkan.

e Benhuk kegiatan.bersi waian lentang kegiatan vang skan dilaksanakan oleh
calamenerrn  a hibah

f. Jadwal pelaksanakan kegialan, berisi uraian tentang waktu dan fempat

peinksansan kegiatan yang akan diaksanakan oleh calon penerima hibah,

g. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya berisi ursian tentang
perhitungan kebutuhan biaya pelaksanaan kegatan termasuk rincian
ksbutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya,

h Tanda tangan dan nama lengkap calon peneima hibah{pimpinankeiua) serta

dtempel/cap organisasilembaga.

Propcsal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  diketahui  cleh
Petinggi’Kepala Kelurahan dan Camat setempat untuk permohonan hibah yang
dajukan oleh madyarakat desakelurahan,

Apsbila kegistan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana
anggaran biaya sebagaimana dmaksud pada ayat {2) hwuf g harus dibuat dan
diandatangani oleh badan hudum ata perorangan yang memilki kompetensi
dalam bidang konstruksi.

Proposal ssbagaimana dmaksud pada ayst (1) untuk permohonan hibah berupa

barang paling sedikit memuat :

a. |atar belakang, berisi uraian tentang gambaren umum mangenal fakis-fakis dan
permasalahan-permasalahan yang melatarbelakang dilaksanakannya kegiatan
dan disjukannya usuian hibah oleh cdon penerima hibah.

b Maksud dan twuan, berisi ursian tentang maksud dan tyuan diajukannya
permohonan hibah cleh calon penesima hibsh kepada Pemerintah Dasrah.

c. Susunan kepengurusan (Orgsenisasi kemasyarakstan/kelompok orang)berisi
uraian teniang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakasian/kelompok
orang yang mengajukan usulan hibah,

d Domisli sekretariat {organisasi kemasyarakstan/kelompok orang)berisi uraian
tentang keberadaan/alamatsekretariat dari  organisasi  kemasyarakatn |/
kelompok orang yang mengajulkan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat
dhubungi sewalith-waktu apabile d butuhkan.

& Jenis dan jumiah barang yang dimohonberisi walan tentang jenis dan pmiah
barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah.
Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah(pimpinan/ketua) seras
stempel/cap organisasilembaga

Proposal sebagaimana dmaksud haeys  diketahui  olsh
PetinggiKepala Kekirahan dan matwunﬂ permohonan hibah yang
diajukan oleh masyarakat desakelurahan.
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2. sebagamana dmaksud pada ayat (1) mel put

\copy Kartu Tanda Penduduk calon penenma hibah,

- cOpY dokurnen pendirian/pembentukan Organsasi

miyarakatankelompok  orang atau  penunjuken/pengangkatan sebagai

pengurus dapat berupa Bkia notaneskeputusen penunjukan/pengangkatan
setaga pengurus atau dokumen nnya yang dapat dipertangpungiswabkan.

¢ Surat Pernyatasn tidak terjadi konfik intemmsa yang ditandatangani oleh calon
penai.ma hibahjorganisasi kemasyarakatan/kelompok orang),

d Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesaiuan bangsa dan
Politix (Bangkesbangpol) bagi organisasi kemasyarakatan,

s Folo copy bukti kepemiikanpenguasaan tanah yang ssh danatau surat
pernyabm n tentang kepemiikan tansh yeng diketahui oleh Luwah @@pabila
kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi).

1 Foio copySertifikat Ke (ahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat

Belsjar Seltah Menen pgah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari
yang menandatangani lencana anggaren biaya (apabila kegiatan yang d ajkan
merupakan pekerjsan konstruksi), danitau

g Foto copy rekening bank aias nama lembaga/organisasifinstansi/kelompok
orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara

Format Surat Pemyataan fidak terjadi konfik internsl sebagaimana dmaksud
pada ayat (7) huruf ¢ | sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak tespsahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Evaluasi Usulan Hibeh

Pasal 10

Evaluasi ierhadap usutan hibah sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 9 diskukan
oleh SKPD terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang memiliki
tugas dan fungsi sasuai dengan rencana kegiatan sebagsimana tercantum dalam
usutan hibah.

Evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertuuan untuk :

a. mengetahul kesesugian antara harga dalam propossl dengan standar satuan
harga yang beraku dilingkungan Pemerintah Daersh atau apabila komponen
yang dbutuhkan tidak terdapat deem stander satuan hargamaka dapat
menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu

b mengetahwi kesesyaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serts kebutuhan
lanriya yang diperiukan detam pelaksanaan kepiatan dengan jens kegiatannya.

¢ memastkan keberadaan organsasi kemasyarakatan/kelompok orang yang
mengajukan usulan hibah (yang jelas).

d memastikan domisiidlamat sekretariat (organisasi kemnasyarskatarvkelompok
orangisebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon
peneina hibah,

o Memastikan bahwa kegiatan yang skan dibiayal dengan dana hibah belum
diaksanakan oleh calon panerima hbah,

Kepala SKPD terkait sebagaimana d maksud pada ayat (1) menyampalkan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepaca Bupati melali TAPD.
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ssbaca —ara dimaksud pada ayat (4) bensi keterangan mengena
’ emaksud pada ayat (3). dengan disertai kesmpulan
‘aban capat disetuju atau tdak disetujui sebagian atau seluruhnya.

J VM pertimbangan atas rekomendasi sebaga mana dimaksud pads
ot 4 )sesun dengan prioitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pagal 11

(1) Rekomendasi kepas SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (B) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
hibah dalam rancangan KUA dan PPAS

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
anggaran hibah berupa uang dan/atau barang.
Paragraf 3
Panetapan Penganggaran Hibah
Pasal 12
(1) Hbdah berupa uang dcantumkan dalam RKA-PPKD.
{2 Hibah berupa barang #tau jasa dcantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
menjad dasar penganggaran hibah dalam APBD sssuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13

(1}Hibah berupa uang danggarkan dalam keompok belanja tidsk langsung, jenis
belania hibah, cbyek, dan rincian obyek belanjs berkenaan pada PPKD.

{2 Hbah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
dilormolasikan kedabm program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obysk beianja hibsh barang dan jasa berkensan kepada pihak
ketiga/masyarakat. dan rincian obyek belania hibah barang alau jasa kepada pihak
ketiga/masyarakat berkensan pada SKPD

(3) Rincian obyek belanja sebagaimare dimaksud pada ayat (1) dan ayst (2
dcantumkan nama peanesima dan beseran hibah.

Bagian Ketiga
Peslaksanaan dan Penatausahaan
Pasa W

(1) Peiaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.



y hizdh berura barang atau jasa berdasarkan atas DPA-

Pasal 15

r_

pembenan hibah dituangkan dalam NPHD yang dilandatangani bersama

[2) NPHD sebagaimana dmaksud pada ayat (1) paling sedkit memuat ketentuan

L))

i)

{3)

9

{5)

{6)

L

@)

hak dan kewsjiban;

tata cars penyaluran/penyeranan hibah; dan
tata cara pelaporan hibah.

n NPHD sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelagasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

3
;
:
3
;
§

Pasal 16

Bupati menetapkan daftar penei ma hibah besarta besaran uang atau jenis barang
stau jasa yang akan dihlbahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan
daetah tentang APBD dan peraturan Bupati tantang penjabaran APBD.

Dafiar penstima hibah ssbagamana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah

Penyaluran hibah dari pemerintzh desersh kepada penerima hibah dilakukan
sotelah penandatanganan NPHD .

Pexyarahan hibah berupa barang kepads penerima hibah dituangkan dalam Berite
Acara Serah Terima Barang.

Penyaiuran hibah berupa uang yang sumbemya berasal dari APBD dilakukan
dengan pemindahbukuan deri RKUD ke rekening penarima hibah.

Pencairan hibah d aam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS).

Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada syat (3) dlakukan
sekaligus atau secara bertashap.

Pasal 17

Pe rminban pancairen hibah cleh penenima hibah wajb diengkapi kelengkspan
administresl dan dokurnan terkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelangkapan administrasi sebagamana d maksud pada ayat(1) meliputi:
& Rencana Penggunaan hibah:



(4
(5)

(€

30 4 (empat) dan bemmatersijtanda tangan.nama lengkap
 hbah santa stempelicap organisasviembaga). dan
nomar Rexening Bank

earar hibah yang dilakukan secara berishap sebagaimana dmaksud dalam

16 ayat (7). meka untuk permintaan pencairan tehap kedua dan selanjuinya

i dilengikapi dengan dolumen terkait mefiputi

~ Rencana Pengguna hibah;

Kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermatersitanda tfangannama lengkap
hibah serta stempel/cap organisasilembaga).

Surat Pemyaban tanggung jawab;

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan(progress report);

Foto copy Rekening banic; dan

Laporan penggunaan hibsh untuk tahap sebelumnya yang ditetapksn oleh

SKPD pengelola.

Permintsan atas panyakiran dana hibah dverifikasi oleh SKPD Pengelola
SKPD Pengeloia menskomendasikan pencairan dana kepada PPKD ,serta dilampiri

kuikansi Pemda (A21) vyang ditandatangani oleh Kepala SKPD selsky
penanggungjmvab keglatan

Kepdla Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
PPKD memproses permintaan pembayaran dan pencean hibah berups uang
sasual peraturan perundang-undangan yang beriaku.

oW

~®an

Pasal 13

Pangadaan bamang dan jasa dalam rangka hibsh bempedoman pada persturan
perundang-undsngan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Bagion Keempat
Pelaporan dan Pertanggunygjswaban

Pasal 18

{1) Pessiima hibah berupa uang waj menyampaikan laporan secars tertuis terkail

dengan penggunaan hibah kepada Bupat melaui PPKD dengan tembusan SKPD
terkait.

(20 Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dmaksud pada ayat (1)

memut :

a pendahuluan berial ursien tentang gambaran umum mengena pelsksanaan
kegiatan yang telah diakukan olsh penerima hibah;

b maksud dan tuiuan, berial uraian tentang maksud dan tujuan disusunnys laporan
penggunaan hibak

c. hasil kegistan, berisi uraan tertang hasil kegiaten yang telah dilaksanakan
sesuai dengan proposal hibah yang telah diajkan kepada Pemerintah Daemh
dan NPHD;



gana Den% uraan tentang anggaran yang telsh
puk 352 anggaran yang Udak do punakan untuk membiaye

‘talar diaksanakan sesual dengan proposal hbah yang telsh

pca Pemenntah Daerah dan NPHD:

‘pens urmian tentang hakha! yang per uniuk disampaikan oleh

hibah tarkat dengan kegiatan yang telsh dilaksanakan:

3 wngan dan nama lengkap peneima hibah (Pimpinan/ketua) serts

‘siemcel Cap organisasilembage;

g lmpran bensi dolumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

15, Penenma hibah berupa bareng atau jasa wajb menyampakan leporan secara
tartulis terkadt dengan penggunaan hibah kepada Bupati melaks kepala SKPD
terkait.

@ Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat penjelasan mengend penggunaan hbag berupa barang
telah sesuai gengan proposal hibah yang telah disjukan kepada Pemesintah
Dawah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.

Pasal 20

(1) Hbah berupa uang dcatat sebagai realisasi jenis belanja hbah pada PPKD dalam
tahun anggaran berkenaan

(2 Hbah berupa barang dcatat sebagai resisasi phyek belanja hibah pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD ferkait.

Pasal 21

{1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibsh meliputi:

8. usulan dari calon penedma hibah kepada Bupati

b HWPHD Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah:

c. ;

d pakta imMegritas dari peneima hibah yang menyatskan bshwa hibsh ymng
dierima akan digunakan sesus dengan NPHD; dan

e bukti tensfer uang atas pambaerian hibah (SP2D) berupa uang atau bukti serah
terima barang( Berita Acara serah terima barang) ataa pamberian hibah berupa
barang.

{2 Format pakta integritas sabagsimana dmaksud pada ayat {1) hunsf d sebagaimana

jsrcantum dalam Lampiran | yang merupakan bagan tidak ierpisabhkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) Penerima hibah bertanggungjewab secars forrnal dan material atas penggunaan
hbah yang diternmanys.

(2) Pertanggungiawaban penerma hibeh mef puti:
& laporan penggunaan hidaik

b surat pemyataan tanggung jawab mutiek yang menyalakan bahwa hibah yang
diterima tetah digunakan sesua NPHOD: dan



=

€ bukii-bukli pengeluaran yang lengkap dan ash sesuai peratwran perundang-
undangan bagi peneticna hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran
perpajakan atau saiinan bukli serah terima barang Berita Acaa Serah Tenma
Barang) bagi peneima hibah berupa barang.

3) Format surat Permyetsan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayst (2)

huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran lll yang merupakan bagian tidak
iefpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3} Pertanggungiewaban sebagaimana dimaksyd padd ayat (2 hurul & dan hundf b

dsampaikan kepada Bupati melalui PPKD/SKPD terkait 1satu) bulan setelish
kegistan sslesai diaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan januari
tahun anggaran berkuinya, kecusii ditentukan lain 25uai peratwan perndang.
undangan.

(4) Pertanggungiawaban ssbagaimana dimaksud pada ayat (2) hunuf ¢ disimpan dan

dpergunakan oleh penerma hibah selaku obyek pemeriksaan

(&) Terhadap penggunaan hbah berupa uang dapat dilakukan pemeriksaarnvaudit oleh

(1

)

)

(2)

M

pljabat yang berwenang berdasarkan peratran perundang-undangan
Pasal 23

Realisss hibah dicantumkan pada laporan keuangan psmedintah daersh dalam
tahun anggaran berkenaan.

Hbah berupa barang yang belum diserahkan kepada penedma hibsh sampai
dengan akhir tahun anggaran betkenasn dilaporkan sebags persediaan daiam
neraca

Pasal 24
Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesusi standar
akuntans| pemerintanan pada laporan resisasi anggaran dan diungkapkan pada

calatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemenntah
¢ parah.

konvess! dan pangungkapan hibah benpa barang sebagaimana dimaksud ayst (1)
diaksanakan sesuai dengan persturan perundang-undangan.
BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Begian Kesalu
Urum

Pasal 25

Bantuan sosisl dapat diberkan kepada sanggotakelompok masyarakal sasuai
kemampuan keuangan daerah



F

‘2084 seCagamMana OMaksud pada ayat (1) dilakukan saleiah
pamenunan baiana urusan wajb dengan memperhat kan:

s spadian ssbagarnana dimaksud pada ayat (2) huruf a adelah keseimbangan
disinbus: pemperian bantuan sosial,

& Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pade ayst (2 huruf b adalah tindakan
acau suatu sikap yang dilskuken secara wajar dan proporsional.

(5) Asas rasionaitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huuf ¢ adalah bahwa
pemberian bantuan sosial harus dapat dinaler dan dilerima odleh akal dan pikiran.

(6) Asas manfsat untuk masyarakat sebagaimana dmaksud pada ayat (2) huruf d
adabh bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat
Pasal 26
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud daln Pasal 25 ayat (1)
meliputi:

a. Ingividukeluarga, dan/atas masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak etabi
sebagal akibat dar krisis sosial ekonomi, politik, bencana. atau fenomena alam
agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan. dan bidang lain yang
berperan untuk melndungi individu, kelompok, dan/atay masyarsket dari

kemungkinan tarjadinya resiko sosial

(1}Pmmumm-mmummdmmmm{zj

a :

b  memenuhi persyaratan penarima bantuar

¢ tidak isrus menerusitidak mengikat, kecusli dalam keadzen terientu dapat
berkelanjutan;

d semsi tujusn penggunaan.

@) Kriteria selekil ssbegainana dimaksud pada ayat (2) hwuf a diartikan bahwa
bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerdma yang ditujuken untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

) :mriamrltan peneima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayst (2 huruf
a nmrﬁkiﬁmﬂaayamjﬂumagﬂmmmmjemdm
b. berdomisli dalam wilayah kabupaten Jepaa

(4 Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimeksud pada
ayat (2) huruf ¢ diartkan bahwa pemberian bantuan sosia) tidek wajik dan tidak
harus dberikan setiap tahun anggaran



berkeiantan sebagamana dimaksud pada ayat (2) hunf
Banmian sosidl gapat dibenkan satiap tahun anggaran Sampa
| tekan lppas Can resiko sosal.

m.nn panggunaan sebagamana d maksud pada ayat (9 hund d
pambenan bantuan sosal meliputi:
s muat_

Pasal 28

1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dmaksud datam Pasal 27 ayat 8) hunuf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami dsfungsi sosal agar dapat melaksanekan fungei sosiahya secera
wajar.

(2) Perlindungan sosial ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (8) huuf b
ditujukan untuk mencegah dan mensngani esiko dari guncangan dan kerentanan
sosial spseorang, keharga. kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesyai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdaysan sosisl sebagaimana dmaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf ¢
ditujukan untuk menjadikan sessorang atau kelompok masyarakat yang mengalami

masalah sosial mempunya daya sehinggs mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

(#) Jaminan sosial sabagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (6) huuf d merupakan
skoma yang msiembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud delsm Pasal 27 ayat (6)
huruf @ merupakan ketijakan, program, dan kegiatan yang dilskukan terhadap
orang keluarga, kelompok masyaraket yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian den tidak dapst memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiann

{6) Penanggulangan bencana sebagaimans dimaksud dalam Passl 27 ayst 8) huruff
merupakan serangkaian upaya yang d.tujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 20

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atsu barang yang ditenma langsung oleh
penarina bantuan sosial.

(3 Bantuan sosisl berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adsish usng yang
diberian secard Langsung kegada panenma sepert bessisws bagi anak miskin yayasan
pengeiota yalim platu. nelayan miskin, masyargkat lanjut usia. terlantar. cacat berat den

tusjangankesehatan putra pulri pahlawan yang tidak mempu



sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah
| sacara langsung kepada penerma sepert bantuan
pegl untuk sekolah luar basa swasta dan mesyarakel tidak
} peahu  untuk Nélayan miskin. banksan makanan/pakaan kepads
fosal ternek bag: keompok masyarakat kurang mampu.

Bagien Kedua
Penganggaran

Paragraf 1
Usulan Bantuan Sosial

Pasat 30

(1) Anggcta/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati
dengan di lengkapi proposal dan data pendukung lainnya.

{2} Pooposal ssbagaimana dmaksud pada ayat (1) untuk permchonan bantuan sosial
berupa uang paling sadiiit memuat :

a. latar beiakang, beris! uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan
permasalahan-permasalahan yang melatarbelakang: dilaksanakannya kegatan
dan diajukannya usulan bantuan sosial cleh calon penerima bantuan sosial.

b Maksud dan tujuan, beris! uraian lentang maksud dan tujuan diaksanakannys
kegiatan yang akan dbiayai oleh dana bantuan sosial

¢. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakatlembaga non
pemerintahan)befisi uraian tenteng susunan pengurus dari  kelompok
masyarskatiembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantusn
sosial.

d Domisili kelompok masyarakatlembaga non pemaiintahan, berisi uraian tentang
kebssadasnialamat dan kelompok masyarakatfembaga non pemaerintshan yang
mengajukan usulan bantuan sosid dan nomor felapon yang dapat dihubungi
sowakiu-wakiu apabia dibutuhkan

e Benhuk kegiatan/rencana penggunaan danaberisi uraian tentang kegiatan yang
akan disksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana
penggunaan dana oleh calon penerima bantuan scsial

{ Rincian kabutuhan anggaran/rencana anggeran biaya .berisi waian jentang
perhitungan mengenai kebutuhan biaya peiaksanaan kegiatan termasuk rncian
kabutuhan bahan dan peraistan serta kebutuhan lainnya.

g Tanda tangan dan nama lengkep calon penerima  bantusn
sosiaipimpinan/ketus} seria stempelicap organisasi/lembaga (bag kelompok
nnsyardmﬁntauhndatmgwcapjﬁbadmﬁd*muutdahnom
dan nama lengkap calon peneiirna bantuan sosial {bagi anggota masyarakat):

(3) Proposal sebsgaimana dmaksud pads ayat {1) hacus dketalui  oleh
PetinggiKepata Kelurshan dan Camat setempat untuk permohonan bantuan sosial
yang dajukan cieh anggotakalonpok masyarakat desa/kelurahan.

(4 Proposal sabagainana dimaksud pada ayst (1) untuk permohonan bantuan BOsial
berupa barang paling sedikit memuat:
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta den

permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan
dan dajukannys usuan bantuan scsial oleh calon penerima bantusn sosial.



wraan lentang maksud dan Wwuan d aukannya
L caion peanenma bantuan sosial kepada Pemeiintah

{kelompok masyarakatiembags non

uraan tentang susunan pengurus  dari  kelompok
non pemerintahan yang mengaukan usulan bantuan

_vm“mm usuian bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi
sewakiu-wakiu spabila dibutuhkan
& Jens dan jumiah yang dimohonberisi uraian tentang jenis dan jumiah barang
yang dimohon oleh calon peneima bantuan sosial kepada Pemerintah Dasrah.
f Tanda tangan dan nama lengkap calon  penerima  bantuan
sosial{penpinan/ketus) serna siempelicap organisasilembaga bagi kelompok
masyaraka®) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan
dan nama lengkap calon panerina bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).

(5) Propcsal sebagaimana dimaksud pads ayat (4) harus  diketshui  oleh
d la Kelurahan dan Camat satempat untuk permohonan bantuan sosial
yang dimjukan oleh anggotaskelompok masyarakat desakelurahan.

(6) Data pendukung lalnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Foto copy Karu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial,

b Foto copy dokumen pendiran/pembentuken kelompok masysrakstiembags
non pemerintahan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat
berupa akim notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus
atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

¢. Surat Pemyataan tidak terjad korflik internal yang ditandatangani oleh calon
paneima bantuan socsial (kelompok masyarakat/lembaga non pamarntahan);
dan/atau

d Foto copy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakatlembaga
non pemerintahan yang specinennya anggota masyarakat/pimpinan/ketua dan
bendahara.

(7 Format Surat Pemyataan tidak teradi konfik interal sebagaimana dmaksud pada

ayst (&) huruf ¢ saebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang erupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

f2
Evaiussi Usulan Bantuan Sosial
Pasal 31

(1) Bupat menunjuk SKPD tlerkait untuk melakukan evaluasi usulan teitulis
sabagaimana dimaksyd detem Pasal 30 pada avat (1).

2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalsh SKPD yang memiliki
fugas dan fungsi sesuai dengan rencand kegiatan / tujuen penggunaan
sebagaimana tercantum dalarn usulan bantuan sosial



F

i) damasksud 0ads ayal(2)bertujuan untuk

suaan antara Narga daam proposal dengan standar satuan

taky ginghungan Pemafintah Daerah atau apabila komponen

. ndak terdapat dalam stander satuan hargamaka dapst

an nargs pasar yang beriaku saat itu.

g | kesesusian antara kebutuhan peralatan dan bahan sera kebutuhan

“lannys yang ciperikan dalam pelaksanaan keg aian dengan jenis kegiatannya.

— © memastkan keberadean organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang

mengajukan usulan bantuan sosial yang jelas).

9 memastikan domsi/alnat anggotakelompok masyarakatiembaga non
pemei.ntahsn sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon
penerma bartuan sogial

ummnmmmhhnnmakmcmwdemnmmm
belum diaksanakan oleh calon penedma bantuan sosial,

(4) Kepala SKPD fterkait sebagaimana dmaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
evaluasi berups rekomendad kepada Bupati melaki TAPD.

) Rekomendas ssbagaimana dimaksud pada ayat (4) beria keterangan mengenal
hat-hal ssbagaimana dmaksud pada ayst (3). dengan disertai kesimpuan
mpﬂmﬂm bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui sebagian atau

nya.

©) TAPD memberikan pertimbangan &tas rekomendasi sebagamana dimaksud pada
ayst (5) sesuai dengan prioilas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pedimbangan TAPD sebagaimans dmaksud
dabm Pasal 31 ayat (5} dan ayat (§) menjadi dasar pencantuman sdokasi anggaran
bantuan sosial ds tan rancangan KUA dan PPAS.

(2 Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayst (1}, mefiput
asggeran bantuan scsial berupa uang danatau barang.

(1) Bantuan sosial berupa uang dcantumkan dstamn RKA-PPKD.
{2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan datem RKA-SKPD.

{3 RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
menjadi desar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai pesaturan

perundang-undangan,

Pasal 34

{1}Banmmberupauangnbagainmammddahmm3aamﬁ)

danggarkan dalani kelenigak BasnS idak 1RGIUNG. jenis DEANE DANLAN SO8M:
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.



2 Sang sebaghmana dmaksud daam Pasal 33 ayml (2)
_ mplompok bDelarya langsung yang diformulaskan kedsiam
gatan. yang duraikan keddam jenis belanja barang dan mes.

rnc:an obyek balanja sebagaimana dmaksud pada ayal (1) dan syat (2
dcantumkan NaMa penetima dan besaran bantuan sosigl

Fﬂﬂﬂnnmmmhlan
Pasal 35
{1) Pelisanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
{2 Pelaksanasn anggaran bantuan sosisf berupa barang berdasarkan atss DPA-

SKPD.
Pasal 38
(1} Bwpsti menstagkan daftar penarina dan bessran bantuan sosial dengan keputusen
Bupati bardasarkan peraturan daerah tentang APBD dan persluran tentang
peniabaran APBD.

(2) Penyshuran bantuan sosial didasarkan pada dsftar pensritna bantuan sosial yang
fercontum dalim keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

{3 Penyershan bantuan sosial berupa barang kepada penefima bantuan sosial
dituangkan dalam Berita acara Sersh Terima barang.

(4) Poncairan bantuan sosial berupa umng dilakukan dengan cara pembayarsn
lsngsung (LS)

(5) Dalmn hal bantuan sosis! berupa uang dengan niai sampal dengan Rp 5.000.000 -
{ima juta rupish) pencairannya dapat dilakukan secara funai melalui mekanisme
Uang Persactiaan,

8) Penyaluran dans bantuan sosial kepada penarima bantuan sosisl sebagsimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus dilengkapi dengan

a surst permohonan pencairan bantuan

b Kutansi rangkap 4{ampat) dan bermiaterei:

c. Folo copy nomer rekening yang mash aktif

d sur pemyataan pertanggung jawaban penggunaan dana  bantuan
bernuterai Rp 8.000.-

®  Surst Keputusan Bypati atau pejabat yeng diunjuk tentang Peseima den
besaran bantuan sosisl

(7) SKPO Pengelola meiakukan penelitian ates kelengkapan administrasi pencairan,
kemudian merekomandasikan kepada PPKD untuk digroses dan direalisatikan
dana bantuan ke penerima bantuan memiui RKUD dengan diampini kuitansi

pemdaiA2.1).



L))

@

3)

(4

(5}

F . Pengeloiaan Ksuangan dan  Asset Daerah selsk
wtaan pempayaran dan pencairan banfuan 20s &l betupa

m perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 37

[;.19 dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dmaksud
pada persturan perundang-undangan pengadaan bacang dan jass yang

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Psasal 38

Penei.ms bamuan sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan secara tertulis
mﬂmnpmmnmmmukepadaaqmimm PPKD dengan
tembusan kepada SKPD terkait.

Peryampaian lapoman sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dtetapkan sebagai

2. Pafing lambat 3 (tiga) buian satelsh panermasan bantuan sosial, untuk bantuan
sosial yang diterina sebelum bulan Oktober.

b Paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, uniuk bntuan sosial yang
dierima pada bulan Okiober sampai dengan Desember.

Laporan penggunaan bantuan sosisl befupa uang sebagaimana dimaksud pads

ayat {1) memuat:

a pendahuluan berisl ursian tentang gambaran umum meangenai paisksanaan
kegatan yang tetah diakukan oleh penesima bantuan sosiat

b maksud dan tujuan berisi raian tentang maksud dan tuum dsusunnys
lapomn penggunaan bantuan sosial;

c. roplisasi penggunaan danaberisi ursian tentang anggaran yang {elsh
. termasuic sisa anggaran yang tidak digunakan untuk menbiaysi
kegistan yang telah diaksanakan setuai dengan proposel bantuan sosisl yang
telsh dajukan kepada Pemerintah Daerah :

dpenutup.bu‘hiumhntuﬁahul—hdynngperhmn*dmpahnohh
panersna bantuan soslal terkait dengan kegatan yang telah dilaksanakan.

tundaumandanm'mpmbMMn keusngan sosial
(Pimpinan/ketus) serta stampelicap  organisasilembaga(bagi kelompok
-w;mum-umwwwmwmwwamm
dan nama lengkap pened.ms bantuan sosial (bagi anggota masyarakat)

Pemﬁmbmﬂﬂnmwbuwmmmpamlmumwm
MMMIMBMMIMSKPDM

Laporan penggunaan bantusn sosid  berupa barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedkit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan
mlwmmm-uumimmmmmmw
disjukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani olsh penerima bantuan
sosial



4

s uBng Sicatat sebaga realisas jens belanja bantuan sosisl
| taPunanggaran Derxensan

Elm parang dcatat sebaga: reaisasi gbyek betanja bantusn
52 s Delana barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD

Fasal X%

Pasal 40

1 Pemanggungiawaban pamedah deerah atas pemberian bantuan sosial meliputi;

2 wulan dan calon penedina bantuan sosial kepada Bupati

t keputusan Bupat wentang penetapan daftar penerina bantuan sosid;

¢ cacia miagitas dali penedma bantuan sosial yang menyatakan balwa bantuan
sosal yang ditarina akan digunakan sesuai dengan usuian; dan

4.2 uih ransferipenyerashan uang (SP20) atas pemberian bantuan scsial berupa
uang atau bukti serah terina barang atas pemberign bantuan scsia berupa
barang.

(2) Format pekis inksgritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sabagaimana
iercantium dalem Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari
Peraturan Bupati inl

Pasal 41

{1} Penefima bantuan sosial bertanggungiawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

{2 Pertanggungisweban penesima bantuan sosial meliputc

8. laporan penggunaan bantuan sosial cleh peseil Ma bantuan sosial;

b surst pemystaan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunaikan sesuai dengan usulan; dan

€ bukti-bukii pengelusran yang lenghap dan sah sesusi persturan parundang-
undangan bagi peneima bantusn sosisl berupa usng termasuk kewajiban
pombayaran perpsk an atau salinan bukti serah terima barang (Benta Acara
Sersh Terima bareng) bagi penedima bantuan sasial berupa barang.

{3) Format surat pernystaan tanggung jawab sebagaimana dmaksud pade ayat (2
hunsf b, sebagaimana tercantum dadam Lampiren V! yang merupakaan bagian Gdak
srpisahkan dasi Persturan Bupat ini

{#) mmlbln sebagaiknana dmeksud pads ayet (2 huruf & dan huul b
nmpaikan bersamaan dengan permohonan pencairan dana. kecusl ditentukan

hnn misuai persturan perundang-undangan.

&) Pertanggungjavaban sabagaimana dmaksud pada ayat (22 huuf ¢ deimpan dan
dipergunakan oleh penedima baitusn sosial seaku cbyek psmerikaasn.

Pazal 42

(1) Realisasi bantuan scaial dcantumkan pada laporan keuangan dalem tahun
anggaran berkenaan,



———

F

@ DiIFAng yang belum diserahkan kepada penenma bantuan
sxnit tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagal

Pasal 43
. mantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi
pamenctanan pada lapoan reslisasi anggaran dan dungkapkan pada catatan atas
mporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.
2) wonvers: dan pengungkapan bantuan sosisl berupa barang sebagaimana dmaksud
ayat {1) ditaksanakan sesudl Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
PENGEMBALIAN SISA DANA

Pasal 44

Penerima hibah stau bantuan sosial wajb mengembalikan sisa dana ke Rekening Kas

Umum Daerah, yang penyampaiannya diakukan dengan menggunakan Surst
mmsmmamm ketentuan peraturen perundang-undangan
yang beriaki

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 45

(1) SKPD terkait miésk 'ukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hbah dan
bantuan soslal

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dsampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada hspekiorat Kabupaten Jepara.

Pasal 46

Dalunhalhaﬂnmmﬁmdmcwluuum:imm dimaksud dalam Pasal 40 ayat
{2) terdapat penggunaan hibah atéu mmmmummmmm

BAB WV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Pembarian hibah dan bantuan sosial yang teldh d.anggarkan dalam APBD talun 201
mengacu pada ketentuan
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2 Nome 11 tahun 2008 tentang Taa cara pelaksanaan dan
belana tantuan scsal
Nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara penyaluran belan|® hibah.

|

BAB VMl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Padasaat berialunya Peraturan Bupati ini maka:

a mewmmnuhmmsmrmmmwm
mekanisme penyakuran betanja bantuan scsial {Berita Daerah Kabupaien Jepara
Tahun 2008 Nomor 42).

b Peraturan Bupati Nomor 10 taiwn 2009 tentang tata cara penyaluran belanja hibah
(Berita Dasah Kabupd en Jepara tahun 2009 Nomor 11)

Dicabut dan dinyatakan tidak beraku.

Pasal 49
Peratwan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupali iai dengan penempataniya dalam Berita Dasrsh Kabupaten Jepara

Ditetapkan d Jepara
padatanggal © Oueckes 204

Diundangkan di Jepara
padltlngg.l V7 Cuscmey IOM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,




LAMPIRAN | PERA TURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 77 TAHUN 2011
TAMNGGAL : O pear 20N

ﬁT PERNYATAAN TIDAK TERJAD! KONFLIK INTERNAL

pertanzalangan di tewah i

Mo (Oentitas KT
AlpTigt
~ETatan

Borirsiak unuk
dan 238 nams

Dalam -angea pempengn hban gan Pemennlah Lasrak dengn o s2ya
reqyaiaker oabwa G dadM  KePengURINEN Organrtsasi xamre tdak  lenpd: wondl k
menst

Domexian surat permyataan n d MUl cengansebenarnya IBnpa acanya taxanan
chst orak Marapun sartA apatia dkeMmudan han teroukd pomyataansay a sk bonar

mak@ saya oorsedd dituntit dmukd pergacdan gan dike nakansan<s: ses.a dengar
Feratarsn DerUnoEngUNGangan yang berdaku

Jepara,
Panerria b bak
rateraifid ign

{Nama lergkap:
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LAMPIRAN (| PERA TURAN BUPATI JEPARA
NOMOR - 7 TAHUN 2011
TANGGAL ilmwbr 20m
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PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A HISAH BERUPA UANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya ymng benBrda tangan di diwan i
Nama

N: germmtas KTP

Al

Jebatan

Sendas untuk

dan aias naTa

Dmlam rargka paiakasnaan kegafan yarg ditey 091 dara hbwn dengan in
TanyFlRtan bamea says

1. haak akan melek shan proktek Korgps: %0iLs! dan Nepclisme (KKN|

7 3 han melacorkan « acaga pingk yang de-waib/borwenang apabile mongelahul ads
indkkis  Konps:  Kouso den Nepohsme (K(N} dasm proses  pelaksarasn
kegigtan yarg chbllya dan cana nbah ir

Jaksn merggunahan dara nitah ¥URHEN dengan uRulen proposal Tinah dan Nashat
Farsnpan Hoah Daersh sacd polansanaannya gun mematuln Peraturan Bupal:
Jepars Nomor . Tahur 20Y tentarg  Tala Cara Pepganggaran, Falaksenaan
dar Fensiausehaar Pelsporar dan Pertanggurgewaban serta Mon bring dar
Cvaluam Pemberian Hibeh can Hantuan Sosgl yang tersumbar owi Angparan
Pencacalen dan Betarys Cmemb oan Herslucan Perundang undangar yang bonaky

4 apabia saya mclerggar ha nal yang tolun saya nysiakan dalien Pasia rtegrisy

i seya bersodid deanmxan sanks sesudl dangan Peraluran  perundarg-
Jnosngan yang beriaky

«» CRara
Pepenma hbak
materang ign

INBM3 lengrap)
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BARANG
PAKTA INTEGRITAS

tangen @ bawanh 1

Sevndge griuk
da0 Fas nEma

Daam rangks pemperian ubah baupa basang dan Pemerntah Dasran dengan "
manyzlacanbanea saya

1 axan menggunakan Darang dimaksud seswn 0engen usuldr proposal hbar a8n
Naskan Sermnjan riosh Deerdh SR pelaksansaniyd axan rrgmatshi Paratugn
Bupat Jepara  Nomod . Tatun 2011 tenlang Taa Cae Penganggaran
Palacsaraar dan Dgnaausahsnn  Pelagaan 0an Parlanggungawaban  sena
Montorng dsn Evaluasl Pemberan Hidh Qan Bantuan Sosal yang B
sumher oA Anggarar Sengapatar dan Belana Daersh gen Persturan  Pavun
gangunaiangan yang beraxy,

2.apebia saya molangoa Tel-tal yarg teNn saya nyaiakan dalam Pakta iegniss
M. saye horsada cdkoraxan sanks sesual dongan Perdluren  perungang
wncangan yeng barhky

Jenare, ..
Pgnerma titan
mataraitd ign

tNama lergaan )

BUPATI JEPA

__—=—""HENDRQ MARTCJO

PENELITIAN PRODUKX HUKUN
TRBRAT AN PRRAF
Seunrgt it Diatah —
Ansten | =
l:ﬂ apsr § =
< r‘: + I
 Zesae SAPD

255 BAGIAN HUNUM
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LAMPIRAN W PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR - %7 TaWUN 20M
TANGGAL. ' tuebw 2011

AT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH
M BERUPA UANG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yargben anddtangen Coma BN M
Mk
MO Igenttas KTP
Lama
Aavstar

SetnsEs GiuL
I3 Elps TETHR

Cangan i menyaksn baTwAsayd sebaga penenma gare hbah ear
menggunaican dana hitat terscDut sesua dengan usulan roposal hbar den Naeskar
Perjgnpan Hotar Daeran serm pelassan@annya 16an momatuln Peraturan Bupali
Jepara Nomor . 1ahun 2011 tentang  Tata Cara Ponganggaran. Porgksanaan g
Pgna'ausanaan  Helaporgn gan Pertan ggurg awabanserta Monitorng oan Evaluas
frempor@n Hipan can Bartuan Sos@ yang deraymber dar Anggaran Pondapslan
dar Belanye Daaran gan Porsturen perundarg-unargsn  yang beriah, serte
says akan DAMENGRUNG [aWab 0Medas senggunaan dara hivan gimaksud

Apabia i kemudisn nan  dketany.  leqadi  penymeangar calont
pengguneanrya sehingga  kamugien menmbulkan  korugan dasmh Meaa Sy
bursedis mengoanh dan manyelorken Kerugan e patut ke kus deerar sade Derscda
mERerMatark B SesLai Jengan peraluan paundang-undangan yang Defiak

Semioan sy, poimyaiagn i dousl dengar ponun kesadawn gan rasa
1a7)Q NG IEnvah S8l LTux gioergunakatsebaga mana meslinga

Jepara.. .
Penarima ninah
materadia ign

(Nama lengkapi
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Wegan O Sawah e

KR

Mt wtan

Sarandgh UK
AN Mas rama

Dergan in moryilakin Ta™ws sayasebaga Densnmo rifa Gorupa BEarang
lelah mengounakan Barang *ersciu sesuwm Corgan usuan prepusal hbah gan Niskah

Perjanjn HDan Decrat Sery peimsa-pannya leiah merutuh Peraturan

Bupan

Jopara Nomor .. lahun 2011 tentang T@a Cara Penganggarar Peolakianagn dan
Panatgusanaan. Folagoran gan Perangguniuwadsnseria Montonng dun Fvaes
Saymenan Hingh dan Sartuar Sosa g Borsuamer dan Angiaran Pargapatan
cor Belan Dasrgh can Peratursr  Porundang-undargan  yang  toraks  sers

Deravgoung AWAD MUTAK WrhAtAD CeNgULIBan Liranyg o sud.
Apancia  OF kemuten  han  okelahul  terpdi  pefyimpangan

panggunaarnyd  sohirgga  xemuden animbulkan cerugian gueran. ks

al g
Sy

DUrgoda MONETMAa  SEN<S SRSUA ORNGRD  DArAIran pAUNGaNG- NEANGAT  yang

berigki,

Serwaan @l ocariydaas Modoual gongan porvh kesaduwan 047 @93

LANOOUNG JAWAD SUTIR LUK DhOGTY NBKEN SODAGE Mana reslinyd,
JOBATA, ..

Panar'ma ripah
matara i 1gn

iNATE lenGRAD |

PENELITIAN PRODUK H (Ko |
JARATMN PaAAr
Seuratir. T can
Apatsn o‘
Farpdt Paron
- ——
Kafuhag .
Hatpn SKID 4
BAGIAN HUKLM




LAMPIRAN IV PERA TURAN BUPATI JEPARA
NOMOR - 27  TAHUN 201
TANGGAL (1) Ooche, 200

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Says yang beftanca tanganth bawan ini
Nagna

Ng loantites KTP
alpma
Jstatan

Sertndax unituk
dar 128 NETH

Duam rangka gemoenan Dantan SOSMI 03n Pemenntad Doerah  dengan ns
saya manyaakar tahwa O CaldT LLepengurusan organisas ko lidah tonag koK
el

Oemicansur 8l permystaan iy douat Jengan sebenarmya 1anca auenya taksran
danipinak managun 3013 apania Jkemuedan han leroukh POm valaan savd hden LEnar

Twke says bomeda diuntut demics pengadian dan Ci@nukan SanKSISasL @ Gengan
Peraturan DEfUNSANg-UNGANGaN yang beraku

Jopara
FPonenma Bantuan acsal

matesaitd tgn

iNama lengkap)
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BUPATI JEPARA
TAMUN 2011

L INTESRITAS PENER WA BANTUAN SOSIAL
(AL BERUPA UANG
PAKTA INTEGRITAS

Saye pang bertsnda angen 0 baweh ™

NamE

No_ ldenitas KTP

Alarat

Japaten

Bartngak s

A8 1 § namg

Oatam anghi POBKBSNERN KAGWEIAN ying CiDAYR 0an ina HATUESNSGRWE.  JengEn
o enyEAKan ahwa S3ya

1 jcax aan metmukan prakiek Komos. Kolus, dan Nepotsme (KKN;.

2 ahd R MEREPOTRANKBCECA PRAX yONQ borwp, | ¥Yperwenang apabils mengetaru: acs
mdmgs Kool Kows dan Nepotame (KKNI dslam  proscs P& Ak SaNANN
hegiatan yeng dbuay@ 080 dand Lantuan s0SW .

4 uhan marggunaken danu bantuar sosalsesud; dengan usulan PrORTYal basksan
SN SOMD  pelasanapnnya@xan  mamawh:  Poratuan Walkgla Sursbaya
Nomor . fanun 2011 tentang 1ata Caa Penganggmran. Falak xanaan  can
Penslausataar Peaporan dan Psanggungewatan sota Montoring  oan
Evatugs Penvborar ~hogh den Baruan Sosa yang Barsumper o@ Anggaran
Pendaostan can Beisrja Dasran can Pemlursn penunosng- ungangen yarg bedaku

4 apabia saya Mmclenggar nal-nal yanglalah saye myialan delem Pakte Integrias

. skya Demeda Oikor@can sanksi SCR dargar Peralurar perundarg
unénganysrgbarisku

<O08rs. ... RS
Hanerima t L2 RORE
mame il o

(NBIT3 lengkap!



SGERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Ringn g Dorten28 tagan O Gapwan T

o« IR

Barmrciad, wurmuk
dan Zas nama

Dalam rangka DEMDUNAN DAMLAN SO DsnsE bwang dan Pemenntan Dagran
dengan Wi menya 3kt Daneassya

1 akan menggunaksn Darang direksud sasul dengan usulsn proposal bantuan
sosal sarta polgksansannye J@an  mematuhl  Peraturan Bupat  Jepare
Nomar . Tabun 2011 tomtang Taa Caa Pergenggaran. Solaxyanaan  dan
Penataugahaan Peflarggungawaban  oan Jesporan  seme  Momitoning  gan
Fyalugs: ranah gan Bantusn Sos@ yang Bersumber gan Anggaran Pendapalan
gan Betara Daergh 0an Seraluran perLNGang-undangan yang Derlaky

ZJapenila saye mo@rpgar hakbnRiyang wlah saye nyatakan dalam Pakla Inlegmas

M sav@ Deetd oHAnEkYn sarksc MU dangan Poraturan  parungang-
LASENgE yang Seraluy

Japara
Pengnma baruan sosat
maleraind 1gn
(Namg ienghap:
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LAMPIRAN W PERA TURAN BUPAT] JEPARA
NOMOR . TAHUN 20M

[

TANGGAL : T foponer ¢ 00171

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL
A BANTUAN SQOSIAL BERUPA UANG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE

Yang bertanda tangan & bawah i

TeETR

N3 [dentttas KTF
AT

Jabatan

Bertindak wrmuk
can atas nams

Dongan s menyakakan bahwa sdya sebaga peneima dara baniuangosal
islah mengguiakan ders Danuan sosia lersebu! SesuAl dengan usulan proposal
bantuan sosat Berta polaksanaasrya teeh memaiut Peraturen  Bupah Jetara
Nomor. . Tahun 2011 teneng Tala Cam  Penganggaran, Felaksanaan oan
Penatausahaan Polapofan gan Peranggngawabanserts Monitoring dan Evaiuasi
Pembecan Hibsh gan Santuan Scsal yang Dersumber dan Anggaran Fendaputan
dan Belena Daerah gan Peraturan  perundang-undangan yang berlaku  sef
s3y i BhON DOIGNGE.N JHewat Mios 16radap penggunaan dany bantuan sosisl dmak-
Sl

Apabilg o xermwdar narl  dketahy  lojed  penyimpangab  daam
PENGEUNAA NNYE $C MINGGA  <aMUOBr mermoulkan kofugan daerah, maka 3aya
bersaca manggattl dan menyatorkan kerugdn lerseby’ ke kas dacrah seria berseda
Mensnma EANKS JCsud Cengan paralufan perundang-unoangat yang boviaku

Detmeeen sumt pernyataan 0 dibus! gengan panuh kospdarsn dan rasd
tANg QUNg |BwaD sarta untuk JPerguUNakan sobegMMana masinya

Jopiars
Pgnenma Daniusnicsai

materafd o

(Namg lengkap)



- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

) i

Ewrimcsa it
OE FVE NaEmA

Dengan im menyatakan batwa saya sebagal peneima bantuan sosal berupa
barang telah menggunakan barang tersebut sesua dengan usulan proposal banuan
sosal  serla  petaksanasnnya  telah memauh  Peraturan  Bupsh Jepate
Nomor . Tahun 2011 tentang TYata Caa Penganggeran. Polaksanaan dan
Penataysahaan. Pelapomn dan Perianggungiawaban sera Mondonng dan Evaluas:
Hibah dan Bantuan Sosal yang Berumber dan Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerah dan Peraluran perundang-undangan yang beraku sefla saya akan
bertangoung dwab Mulisk termadap penggunaan batang demaksud

Apatila o kemudian [han dketahu lerad pefiyimpangan  galam
penggunaannya sehngga kemudian menmbulkan kerugan daerdn, maka say8
bersedid MEnenma Sanks Sesudl dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Dervkan sursl pemyatsan » dbual dengan penuh kesaderan dan rasa
langgung jawab serta untuk dipergunakan sebagamana meshnya

Penesrima bantusn somal
mptaravtd tgn
{Nama lengkap)
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